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ABSTRAK

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Pada Badan Pendapatan Asli Daerah
Padang Lawas

ROS INDAH ZULNARIATY NASUTION
Akuntansi

indahnasutioncute@gmail.com

Pajak Restoran termasuk penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Salah satu pajak dengan kontribusi terbesar pada pemerintah provinsi
adalah Pajak Restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan
kontribusi penerimaan pajak Restoran di Kabupaten Padang Lawas pada tahun
2017-2021. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Data
yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan pajak Restoran pada
Kabupaten Padang Lawas cukup besar. Menunjukan bahwa efektivitas penerimaan
pajak Restoran selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi. Sementara untuk
kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup
berkontribusi. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah menunjukan tren yang fluktuasi. Hal ini menunjukan
bahwa Kabupaten Padang Lawas sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak
Restoran.

Kata kunci : Pajak Daerah, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan
Asli Daerah
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ABSTRACT

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax to Padang
Lawas Regency's Original Revenue at the Padang Lawas Regional Original
Revenue Agency

ROS INDAH ZULNARIATY NASUTION
Accounting

indahnasutioncute@gmail.com

Restaurant Tax is one of the largest contributors to Regional Original
Income. One of the taxes with the largest contribution to the provincial government
is the Restaurant Tax. This study aims to determine the effectiveness and
contribution of restaurant tax revenues in Padang Lawas Regency in 2017-2021.
Data collection techniques through interviews, and documentation. The processed
data was then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed
that restaurant tax revenues in Padang Lawas Regency were quite large. Shows
that the effectiveness of restaurant tax revenue for the last five years is fluctuating.
Meanwhile, the contribution of restaurant tax to local revenue is sufficient. On the
other hand, the effectiveness and contribution of restaurant taxes to Regional
Original Income shows a fluctuating trend. This shows that Padang Lawas Regency
Is good at managing restaurant tax revenues.

Keywords: Regional Tax, Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Regional
Original Income
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan
utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No.
16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1
ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak
bersifat memaksa tetapi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk
negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
Sesuai dengan Undang-undang pemerintahan daerah pajak ditetapkan menjadi
sumber utama penerimaan negara yang berasal dari dalam daerah dan dapat
dikembangkansesuai dengan kondisi masing-masinga daerah. Menurut Siti Resmi
(2014) pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi anggaran,
fungsi mengatur, fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Yang berarti pajak
memiliki manfaat untuk mengatur laju inflassi, laju pertumbuhan ekonomi Negara,
sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta menstabilkan kondisi dan
keadaan perekonomiandi Indonesia. melihat kondisi tersebut, maka perlu disadari
betapa krusial dan pentingnya pajak untuk membiayai Negara.
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumberdari
dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undanganyang
berlaku (Halim, 2004:96). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan

kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat



meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menyatakan Daerah Otonom selanjutnya adalah daerah, kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan Asli
Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah (undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan
menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah
pemerintah daerah diberikan kewenanganuntuk mendanai pelaksanaan otonomi
daerah sesuai dengan potensinya.

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan mengharuskan
pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004
memberikan cakupan sumber Pendapatan Asli Daerah yang luas mulai dari pajak
dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan, dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi
PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah
satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah.

Adapun Pendapatan hasil daerah di pengaruhi oleh Efektivitas dan Kontribusi
pajak restoran menurut Hidayat (1986) efektivitas adalah suatu ukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah



tercapai. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran
yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin
tinggi efektivitasnya. Efektivitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana
realisasi penerimaan daerah berhasil mencapai potensi atau target yang harus
dicapai pada satu periode tertentu.

Menurut Halim (2008:129-130) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Kamus llmiah Populer, Dany H. (2006:264) ”Kontribusi diartikan
sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum
Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan: ”Sebagai uang iuran pada
perkumpulan, sumbangan.” Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa; kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau

dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan
dari penerimaan pajak daerah, retribusi, laba badan usaha milik daerah dan
pendapatan lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Budiyuwono, 1995).
Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur tingkat persentase sumbangan
komponen pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah dalam suatu

periode tertentu.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi jenis pendapatan yang terdiri dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah

pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah pajak
yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga
pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin
berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan
pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang
berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak restoran.Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas

pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran.

Menurut (Ziad Fahreja A et al.,, 2019), Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut (Ziad Fahreja A et al., 2019),
Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan daerah yang berasal darisumber
ekonomi asli daerah”. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah
segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakudan dipergunakan untuk

keperluan daerah.

Dalam cakupan pajak, terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi dengan
pajak daerah kabupaten atau kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, daerah provinsi memiliki lima jenis pajak daerah,

yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas



bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan
untuk jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten / kota ada sebelas jenis
pajak, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air
tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan, bea perolehan hak atas btnah dan bangunan.

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang
Lawas. Bandan Pendapatan Daerah merupakan lembaga yang mengelola bidang
penerimaan dan pendapatan daerah dengan banyak sub bagian. Salah satu yang

menjadi sumber Pendapatan asli Daerah adalah pajak restoran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, yang dikutip
Widyaningsih. (2013:217) mendefinisikan “Pajak Restoran adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia
makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa
boga/katering”. Widyaningsih. (2013:217) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan
yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,
baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek
Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dinilai
penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan

dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang



pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Restoranadalah
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.Tarif
Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak

Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang di semua lapisan masyarakat,
karena pajak restoran memiliki konteks yang hampir sama dengan jenis-jenis pajak
yang lainnya yaitu pajak yang dipungut atas konsumsi darimasyarakat. Menjadi
salah satu jenis penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam
membangun roda pemerintahan yang sah, Pajak Restoran memiliki peran yang

cukup strategis dalam bagian penerimaan pendapatan suatu daerah.

Bedasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
derah Kabupaten Padang Lawas, untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Padang Lawas tahun 2017-2021, dapat di

lihat pada table berikut:

Table 1-1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang
Lawas tahun 2017-2021

Tahun Anggaran Realisasi Persentase
2017 56.529.059.750 46.509.729.525 82,27%
2018 59.568.272.023 47.455.308.607 79,66%
2019 63.955.987.848 52.067.312.090 81,41%
2020 81.227.123.206 44.055.621.274 54,23%
2021 85.013.950.964 46.759.858.387 55%




Dapat dilihat berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah Padang Lawas

pada tahun 2017-2021 belum mencapai target selama periode tertentu.

Table 1-2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Padang
Lawas tahun 2017-2021

Tahun Target Realisasi Persentase
(Rp) (Rp)
2017 1,466,495,000.00 1,650,222,901.00 112,52%
2018 1,517,847,000.00 1,813,911,049.00 119,50%
2019 1,664,718,050.00 1,507,788,565.00 90,57%
2020 1,937,901,400.00 1,216,900,603.00 62,79%
2021 1,887,901,400.00 1,830,415,996.00 96,95%

Sumber:Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pendapatan pajak restoran dari tahun
2017 mengalami kenaikan dari target Rp 1.466.495.000 menjadi Rp 1.650.222.901
kenaikan tersebut sebesar 112,52%, Kemudian tahun 2018mengalami kenaikan dari
target Rp 1.517.847.000 menjadi Rp 1.813.911.049 kenaikan sebesar 119,50%,
Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan dari target Rp 1.664.718.050 menjadi
Rp 1.507.788.565 mengalami penurunannya sebesar 90.57%, Kemudian 2021
mengalami penurunan dari target Rp 1.937.901.400 menjadi Rp 1.216.900.603
mengalami penurunannya sebesar 62.79%, dan tahun 2021 mengalami penurunan
dari target Rp 1.887.901.400menjadi Rp 1.830.415.996 penurunan sebesar 96,95%,
tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Padang lawas. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan

tertarik untuk



melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak

Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemudian

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan target yang
ditetapkan tidak pernah tercapai selama tahun 2019-2020 Di Kabupaten
Padang Lawas.

b. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran dari target yang di

tetapkan pada tahun 2019-2021 di Kabupaten Padang Lawas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021?
b. Bagaimanakah efektifitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk menganalisis kontribusi pajak restoran di Kabupaten Padang Lawas

pada tahun 2017-2021



b. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pada Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017-2021
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh
Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas.
b. Bagi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas
Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
memecahkan masalah yang muncul di perusahaan sehingga tujuan
perusahaan dapat tercapai secara optimal.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan
pengetahuan dan persepsi penerimaan pajak restoran dalam pendapatan

asli daerah dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 “Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak adalah pemungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan
akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Salah satu
pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai infrastruktur daerah khususnya
Daerah Kabupaten Batu Bara adalah pajak restoran. Di wilayah Kabupaten Batu
Bara banyak pengusaha yang mendirikan restoran, baik restoran cepat saji, restoran
nasional, maupun restoran khas daerah. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai
fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend) ( Hafsah et al.
2021).

Pajak adalah penerimaan dana yang merupakan potensi melalui
pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut
pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Hanum, 2021). Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1) (Fitriani,

n.d. 2017)
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Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) mengatakan
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan
tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat

kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak terdapat 4 fungsi utama pajak yang ada

dilndonesia, antara lain:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang
diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak
memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara, kurang lebih
60- 70% postur APBN dipenuhi oleh penerimaan pajak. Oleh karena iu,
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran dalam pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regular) 18 Pajak befugsi sebagai alat untuk mengatur
dan melaksanakan kebihjakan dibidang sosial dan ekonomi. Dengan
fungsi mengatur pemeritah dapat menagtur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijakan pajak dan pahak dapat digunakan sebagai barometer dalam
mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan strabilitas harga

sehingga inflasi sdapat dikendalikan.
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4. Fungsi Retribusi Pendapatan Pajak yang telah dipungut oleh Negara akan
digunakan untuk membiyai smua kepeningan umum, ternasuk juga
membiyai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kertja yang
kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3. Jenis Pungutan Yang Sama Dengan Pajak
Menurut (Puspitasari, 2014) Disamping pungutan beberapa jenis pajak yang
dikenal sebagai pajak Negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah, dan Bea Materai, Pemerintah Pusat masih
melakukan pula pungutan lainnya yang berupa bea dan cukai, sedangkan
Pemerintah Daerah akan memungut pajak daerah dan retribusi. Penerimaan lainnya
yang tidak dapat dikategorikan sebagai penerimaan pajak, disebut sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan pengertiannya masing-masing sebagai

berikut :

a. Bea ialah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan
yang berupa lalulintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkanketentuan
peraturan perundang-undangan, Bea dapat berupa bea masuk yang
dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
berdasarkan harga atau nilai barang tersebut atau berdasarkan tarifyang
sudah ditentukan. Bea keluar dikenakan atas sejumlah barang yang
dikeluarkan ke luar Daerah Pabean berdasarkan tariff yang sudah
ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Bea Balik Nama
dikenakan atas perbuatan pemindahan hak pemilikan atas harta dan Bea

Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
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b. Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu,
berdasarkan ketentuan peratutan perundang-undangan dan biasanya
barang konsumsi. Cukai dapat berupa cukai tembakau, cukai rokok, cukai
gula, cukai alcohol, cukai minuman keras dan lain-lainnya.

c. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

d. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pajak

pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.1.1.4 Penggolongan Pajak

Menurut (Aznedra, 2017) berbagai jenis pajak dapat dikelompokkan
menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan. Berikut

pengelompokkannya: 1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, pajak yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak

lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
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2. Menurut Sifatnya.

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan diri WajibPajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri Wajib
Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewabh.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran — pengeluaran negara. Contoh:
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran — pengeluara n daerah. Pajak
daerah terdiri atas: 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor
dan Pajak Rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak Menurut (Aznedra, 2017) tata cara pemungutan pajak terdiri atas

stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Stelsel Pajak

1. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pemungutan pajak yang didasarkan pada kenyataan atau
penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak, oleh karena itu

besarnya pajak yang terutang diperhitungkan pada akhir tahun pajak.



15

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pemungutan pajak yang didasarkan pada anggapan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Besarnya pajak yang terutang
ditentukan pada awal tahun, sehingga pajak yang terutang ditentukan dari
penghasilan yang diterima tahun lalu dan besaran pajak yang terutang pun

Sama.

3. Stelsel campuran

Pemungutan pajak yang menggunakan stelsel nyata dan anggapan.
Pada awal tahun besarnya pajak yang terutang disamakan dengan pajak
terutang tahun lalu. Pada akhir tahun dihitunglah pajak sebenarnya yang
terutang, apabila besarnya pajak terutang lebih besar dari pajak yang telah
ditentukan diawal tahun maka wajib pajak harus membayar kekurangan
pajak tetapi jika besarnya pajak terutang lebih kecil dari pajak yang telah

dibayarkan, maka wajib pajak harus meminta kelebihan pajak.

a. Asas Pemungutan

Pajak Dalam melaksanakan pemungutan pajak, perlu untuk diperhatikan

asaz-asaspemungutan pajak, Menurut (Mintahari & Lambey, 2016) antara lain:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak menernakan pajak
atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang
bertempat tinggal disuatu wilayah. Seluruh wajib pajak yang bertempat
tinggal diindonesia dikenakan pajak baik penghasilan tersebut berasal dari

dalam negeri maupun luar negeri.
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2. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan
suatu Negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada seluruh orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Sistem Pemungutan

Pajak 26 Dalam pemungutan pajak terdapat system pemungutan yang
diterapkan pada masing-masing daerah, menurut (Aznedra, 2017) Terdapat 3

bagian dalam system pemungutan pajak, yaitu:

1. Official Assesment

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah
untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-

undang tentang pajak yang berlaku. Ciri-ciri Official Assesment system:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
pemerintah.

b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

pemerintah.

2. Self Assesment

System Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak
menghitung, memeperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang hars dibayarkan.
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3. With Holding System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan pemerintah dan bkan wajib 27 pajak) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah hak yang telah melekat pada wajib pajak maupun
badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi
Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak

Penghasilan adalah:

a. Orang Pribadi Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Warisan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk
menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud
merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang 20
berhak, yaitu ahli waris.Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi
sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas
penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

c. Badan Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV),

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
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Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha
Milik Daerah(BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan
nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah
misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah
pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak
berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan Di Indonesia.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi Daerah sebagai
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perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah;
Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah
yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
akibatdari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
Menurut (Abdullah, 1 & Siregar, 2019) Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnyasendiri
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturanperundang-
undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang perananyang sangat
penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejaun mana suatudaerah dapat
membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah
dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan
daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otoda (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Berdasarkan uraian diatas maka Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan atau
penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan dipungutberdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang. undangan yangada pada
daerah tersebut. Pendapatan asli daerah menggambarkan tingkat ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerahyang mandiri
maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu agar
terciptanya peningkatan kemadirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
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2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber

keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, yaitu :

1. Pajak Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atasu badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kekayaan negara
yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya
diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan
subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara
nonpublik.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian
laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank,

bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
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4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. Jasagiro;

c. Pendapatan bunga;

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

2.1.3Pajak Daerah
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Mewo et al., 2021) daerah otonom yang kemudian disebut daerah
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wlayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dersadarkan aspirasi masyarakat
dalam system Negara Kesatuan Republic Indonesia Menurut Undang-Undang No
28 tahun 2009, pajak Daerah Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan
sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan berlakunya undang- undang Nomor
28 tahun 2009 ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya
semakin besar, karena daerah mampu menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan
adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Pajak

daerah diberlakukan di provinsi, kabupaten atau kota.
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2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum , sehingga dalam
pelaksanaanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pajak

antara lain:

1. Prinsip Keadilan Pada prinsip keadilan ini mencakup pentingnya
keseimbangan bedasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak.
Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak harus sesuai
dengan batas kemampuan masing-masing

2. Prinsip Kepastian Prinsip kepastian mencakup pada dasar hukum yang
mengaturnya, yakni kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dasar
pengenaanya, dan tata cara pemungutannya. Adanya prinsip kepastian ini
menjamin masyarakat wajib pajak untuk tidak ragu dalam menjalankan
kewajibannya, karena segala sesuatu tentang pajak diatur dengan jelas.

3. Prinsip Kemudahan Pemungutan pajak dilakukan kepada wajib pajak yang
memiliki penghasilan. Daerah harus memberikan kesempatan kepada
wajib pajakuntuk memperoleh peningkatan penhasilan sehingga mereka
layak untuk memberikan kontribusi pajak kepada daerah berupa pajak
daerah.

4. Prinsip Efisiensi 32 Prinsip ini lebih menekankan pentingnya efisiensi
pemungutan pajak, yakni biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak

tidk boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.
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2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif
paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

a. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:

1. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama
ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

2. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan
seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar
10% (sepuluh persen) 27

3. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans,
pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan,
pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang
ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2%
(dua persen); dan

4. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.

b. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian:

1. Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar
20% (dua puluh persen); dan

2. Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling
tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%
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4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%

5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%

6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%

7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%

8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%

9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%

10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tingggi 10%

11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi
sebesar 25%

12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%

13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan Paling tinggi sebesar 20%

14. Tarif Pajak Srang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

15. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%

16. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menetukan bahwa sistem perpajakan
Indonesia adalah sistem self assessment. Penetapan sistem self assessment juga
dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama,sistem
ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Marihot
Pahala Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan

pajak, sebagaimana tertera dibawabh ini:
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1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak, yaitu sistem pengenaan pajak yang
memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD.

2. Ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu sistem pengenaan pajak yang
dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah
atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Dipungut oleh pemungut pajak, sistem pengenaan pajak yang dipungut
oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik
Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak
Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh

PLN.

2.1.3.5 Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harussesuai
definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan
kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah: tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan
berdasarkan perundang-undangan; dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
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. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya
melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan.

. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan denga kepentingan
umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara
pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman
dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan
keamanan.

. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar
dari biaya pemungutan.

. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang
bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double
tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang
tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian
atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.

. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak
mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber
daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.

. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek
keadilan, antara lain: objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat
diawasi, pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan
oleh wajib pajak; dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan

keadaan wajib pajak.
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8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek
pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari
beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang
mampu.

9. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap
lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan
peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak

lingkungan.
2.1.3.6 Jenis — Jenis Pajak Daerah
Menurut (Mulyana & Budianingsih, 2019), Berikut Jenis-jenis pajak daerah :
1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa
penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah
ruang/kamarnya lebih dari 10.Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang
disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah

yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.
2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan

yang ada diberikan sebuah restoran.
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3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang kenakan atas jasa pelayanan hiburan yang
memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan
adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah
mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini

adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan,
atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar
menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputipapan, bilboard, reklame
kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk
reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran,
dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa

reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan

Jalan Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut

ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN
yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak

bumi dan gas alam, sebesar 3%.
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2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN
yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama
sebesar 2,4%.

3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas
pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung,
granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara

komersial.
Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,

2. Tarif untuk batuan sebesar 20%.
7. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di
luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah
usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang
kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20

kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.
8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk

tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.
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9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan

sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang
dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: 1) Pajak untuk pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar

0,1%.

a) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari
1 miliar sebesar 0,2%; dan
b) Tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap

lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pajak

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan .pajak yang
dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan
tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif
dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang

pribadi atau suatu badan tertentu.
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2.1.4. Pajak Restoran
2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan
23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan
atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering.
Menurut Atmojo, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir
secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua
konsumen baik berupa makanan ataupun minuman. 35 Penulis menyimpulkan
bahwa, Restoran suatu usaha yang pasti karna restoran menyajikan atau menjual
kebutuhan primer manusia yaitu makanan dan minuman. Maka, keberadaan

restoran sudah pasti akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Adapun dalam pemungutan Pajak Restoran Menurut Marihot Pahala
Siahaan (2011) terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology

tersebut dapat dilihat berikut ini :

a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun,
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di

bidang rumah makan.
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Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai
pembayaran kepada pemilik rumah makan.

Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai
bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan
pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek

pajak.

2.1.4.2 Jenis — Jenis Restoran

Menurut (Soekresno, 2013) Berdasarkan kegiatan dan makanan atau

minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis,

yaitu:

1.

Ala carte restaurant; menu lengkap dan merupakan restoran tanpa aturan
mengikat atau bebas.

Table dhotel; restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap
menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat
hubungannya dengan hotel.

Coffe shop; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan
racikan kopi sebagai menu special di luar makanan-makanan kecil atau
makanan siap saji.

Cafetaria; merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan
roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak berakohol,
biasanya erat hubungannya dengan kantor.

Canteen; merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai

makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Contimental restaurant;restoran yang memberikan kebebasan bagi
pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang
dipesannya sendiri.

Carvery; merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan
menyajikan makanan dan minuman sederhana.

Dischotheque; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan
suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya. menyuguhkan
makanan dan minuman cepat saji.

Fish and chip shop; restoran yang menyajikan menu ikan dan kripik atau
snack sebagai menu utama.

Grill room; restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu
sebagai menu andalan.

Intavern; restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan
makanan cepat saji dan minuman kopi.

Pizzeria; restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
Creeperie;restoran yang menyajikan berbagai menu kreps dan manisan.
Pub; restoran yang menjual minuman berakohol.

Café; tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan
menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.

Specially restaurant; merupakan tempat untuk makan dan minum yang
memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan

dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoran lain.
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Terrace restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang umumnya
terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas
hotel.

Gourment restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang biasanya
diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa
sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan
yang megah dan harga yang mahal.

Family restaurant; merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum
keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta
menyuguhkan suasana nyaman dan santai.

Main dining room; merupakan ruang makan besar atau restoran yang
umumnya terdapat dihotel, penyajian makanannya secara resmi, Servis
yang diberikan dapat menggunakan gaya prancis maupun rusia, dan orang-
orang yang dating pada umumnya menggunakan pakaian resmi formal.
Tarif Perhitungan Pemungutan Pajak Restoran

Menurut (Mulyana & Budianingsih, 2019), Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya

diterima oleh resto tersebut Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya

(service charge) yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi, angka DPP

ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli

konsumen dengan tarif service charge.

Rumus : Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
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2.1.4.4 Cara Pemungutan Pajak Restoran

a. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu
ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah
(SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang
dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan

b. Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak,wajib pajak
memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan
surat pemberitahuan pajak daerah ( SPTPD), surat ketetapan pajak daerah
(SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan atau
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).

c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri
pajak ke kantor Dinas pendapatan daerah, diwajibkan melaporkan pajak
pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak
yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban
kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi
sarana penagihan pajak.

2.1.5. Efektivitas

Menurut (Puspitasari, 2014), “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya
pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabilaorganisasi
mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan denganefektif.Efektivitas
merupakan hubungan antara output dengan tujuanterhadap pencapaian tujuan,
maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan, efektivitas bertujuan untuk
mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio makasemakin efektif (Hafsah,

n.d.)



36
(Julita, 2014) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif
apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending
wisely).

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauana akibat dan dampak
(outcome) dari keluaran atau output program dalam mencapai tujuan program.
Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif
organisasi, program, atau kegiatan.

Kriteria atau ukuran efektivitas menurut Duncan dalam (Lovianna &
Rahmi, 2022) adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam mengukur
tingkat pencapaian daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam
merealisasikan target yang direncanakan, dibutuhkan rumus untuk menghitung
besarnya efektivitas tersebut. Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim,
2012:6):

Realisasi Pajak Restoran

X 100%

Rumus Perhitungan Efektivitas =
Target Pajak Restoran

Analisis Efektivitas Pajak

Table 2.1

Interprestasi Kriteria Efektifitas

Persentasi Kriteria
>100% Sangat Efektif

90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
60% Tidak Efektif

Sumber Mahmudi (dalam Abiddin, 2017)
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2.1.6. Kontribusi

Kontribusi Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah
sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang
diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian
terentu atau bersama. Kontribusi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sumbangan

yang dapat diberikan oleh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) ”Kontribusi diartikan
sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum
Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan: ”Sebagai uang iuran pada
perkumpulan, sumbangan.” Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa; kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau

dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, artinya
adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti
dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut
Guritno dalam Pratiwi (2016), “kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan
secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu
atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang
diberikan oleh Pajak Restoran, pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam

pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.
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“Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan

Pajak Parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus” (Abiddin, 2017).

Rumus Perhitungan Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah = Realisasi Pajak Restoran X 1 (0%

Realisasi PAD

Tabel 2.2

Interprestasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%) Kriteria
0.0-0.9 Tidak Berkontribusi
1-19 Kurang Berkontribusi
2-29 Cukup Berkontribusi
3-39 Berkontribusi
>4 Sangat Berkontribusi

Sumber: Fuad Bawasir (dalam Syah,2014)

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Peneliti Terdahulu
No Nama Penelitian Judul Hasil
1 (Hasanah, 2019) Pengaruh Penerimaan | Hasil dari penelitian

Pajak Reklame dan
Pajak

Restoran Terhadap
Pendapatan Asli
Daerah di
Kabupaten
Pesarawan
Perspektif Ekonomi
Islam

Periode 2012-2018

ini

menyimpulkan
bahwa

berdasarkan uji
secara parsial dari
hasil uji

signifikan parametrik
individual pada
variabel

pajak reklame dan
pajak

restoran dapat
disimpulkan bahwa
pajak reklame dan
pajak

restoran berpengaruh
signifikan terhadap
pendapatan asli
daerah.
Dikarenakan
peningkatan baik
secara
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jumlah dan kualitas
pajak restroran secara
langsung dapat
mengukur
pendapatan

asli daerah.

(Hidayat, 2018)

Analisis Efektivitas
dan

Kontribusi Pajak
Hotel

dan Pajak Restoran
Terhadap
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah

Kabupaten Asahan

Hasil dari penelitian
ini

menyimpulkan
bahwa

rata-rata dari
keseluruhan tingkat
efektivitas
penerimaan

pajak restoran tahun
2013-2017 adalah
sekitar

75.34%, yang berarti
penerimaan pajak
restoran kabupaten
Asahan dinilai cukup
efektif. sedangkan
rata-rata dari
keseluruhan
presentase kontribusi
penerimaan pajak
restoran terhadap
PAD

tahun 2013-2017
adalah

sekitar 0.46%
presentase

ini masih tergolong
kecil, yang berarti
sangat

kurang atau dapat
dikatakan tidak
berkontribusi

(Wibowo, 2014)

Pengaruh pajak
restoran

terhadap penerimaan
PAD

pada pemerintahan
daerah

Kabupaten Rokan
Hulu

Hasil penelitian ini
menyimpulkan
bahwa

terdapat hubungan
yang

negative atau dalam
teknik statistik
dikatakan
mempunyai
hubungan

yang nihil. Maka
dapat

disimpulkan pajak
restoran tidak
berpengaruh
signifikan

terhadap penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah.
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(Tiara, 2016)

Pengaruh Penerimaan
Pajak Restoran
Terhadap

Pendapatan Asli
Daerah

Pada Badan
Pengelola

Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Medan.

Hasil dari penelitian
ini

menyimpulkan
bahwa

penerimaan pajak
restoran tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
peneriman asli
daerah.

Diana Amalia
Puspitasari (2014)

Analisis Efektivitas
Dan Kontribusi Pajak
Hotel Dan Restoran
Terhadap Penerimaan
Asli Daerah Kota
Bontang Tahun 2012-
2014

-Tingkat efektivitas
penerimaan pajak
hotel dan restoran
Kota Bontang adalah
sangat efektif -
Kontribusi
penerimaan pajak
hotel dan restoran
terhadap pendapatan
asli daerah justru
masih sangat kurang

Magdalena silawati
simosir (2020)

Analisis Pengaruh
Kontribusi Dan
Efektivitas Pajak
Hotel, Restoran, Dan
Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli
Daerah Pada Badan
Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten
Sikka

-Hasil ananlisis
kontribusi
menunjukan bahwa
pajak hotel dan
restoran
dikategorikan kurang
mempunyai
kontribusi sedangkan
pajak hiburan tidak
mempunyai
kontribusi -Pajak
hotel, restoran dan
hiburan secara persial
memiliki pengaruh
yang tidak signifikan
terhadap pendapatan
asli daerah.

Yun Fitrian, Zahrah
Indah Ferina (2020)

Analisis Efektivitas
dan Kontribusi Pajak
Hotel da Pajak
Restporan Terhdap
Pendapapatan Asli
Daerah (PAD) Kota
Bengkulu pada tahun
2015-2018

- Nilai rata-rata
tingkat efektivitas
pajak hotel dan pajak
restoran di kota
Bengkulu dari than
2015-2018 cukup
efektiv, berkisar 80%
sampai 82%
-Kontribusi
penerimaan pajak
hotel dan pajak
restoran dari than
2015-2018 sangat 14
mempunyai
kontribusi dimana
rata-rata setiap
tahunnya mempunyai
kontribusi diatas 4%.
Hal ini menunjukan
bahwa pendapatan
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asli daerah kota
Bengkulu
dipengaruhi oleh
proporsi yang besar
yaitu dari pajak hotel
dan pajak restoran.

8 Meddi Kappa (2020) | Efektivitas dan Efektivitas
kontribusi pajak pemungutan pajak
HotelPada hotel Kabupaten/Kota
Pendapatan Asli Makassar tahun
Daerah 2016-2018 memiliki
Kabupaten/Kota rata-rata sebesar
Makassar tahun 65,28% dengan
2016-2020 kategori kurang

efektif. -kontribusi
pajak hotel terhadap
pendapatan asli
daerah (PAD) sebesar
9,57% dengan
kategori sangat
kurang

2.2. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak
restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat membantu daerah
setempat untuk mengetahui pentingnya pajak restoran terhadap penyelenggaraan
pemerintah dan keberlangsungan pembangunan dikabupaten tersebut. Besarnya
kontribusi pajak restoran dapat mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli
daerah sehigga tercernin pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya.
Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat
membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran wajib pajak untuk
memenuhi kewajibannya secara teratur dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian

diatas maka skema kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Badan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran

Target

Realisasi

Penerimaan

Evektifitas

Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan

pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.

Menurut (Narbuko, 2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang
berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan

data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif supaya dapat
mempermudah studi masalah pada suatu topik untuk selanjutnya memperoleh data
deskriptif yang merupakan perincian dari data primer dan data sekunder. Penelitian
deskriptif kualitatif digunakan agar dengan mudah mendeskripsikan bagaimana
subjek mengelola tentang bagaimana Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran

terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan bagi variabel
dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang

bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

1. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009
yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang

bersangkutan.
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2. Pajak restoran adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi
atau badan atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh restoran/warung
makan yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat
balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.

3. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau
sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Rumus Perhitungan Efektivitas. Realisasi Pajak Restoran X 100%
Target Pajak Restoran

Analisis Efektivitas Pajak

Table 2.1
Interprestasi Kriteria Efektifitas

Persentasi Kriteria
>100% Sangat Efektif

90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
60% Tidak Efektif

Sumber Mahmudi (dalam Abiddin, 2017)

4. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah
memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Rumus Perhitungan Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah = Realisasi Pajak Restoran X 1 ()%
Realisasi PAD
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Tabel 2.2
Interprestasi Kriteria Kontribusi
Persentase (%) Kriteria
0.0-0.9 Tidak Berkontribusi

1-19 Kurang Berkontribusi
2-29 Cukup Berkontribusi
3-39 Berkontribusi

>4 Sangat Berkontribusi

Sumber: Fuad Bawasir (dalam Syah,2014)

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Padang Lawas, beralamat di Jalan. Kihanjar Dewantara beralamat di Jalan

Kihanjar Dewantara Komp. Perkantoran SKPD terpadu sigala-gala

Penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari bulan Februari sampai

September 2022 dengan rincian sebagai berikut :
2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan pada bulan Februari 2022 s/d September
2022,

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

Februari Maret April Mei Juni-juli Agustus

September

Z
o

Kegiatan 2] 3 2] 3 1] 27374 1[2[3[4

2

3

4

Pengajuan Judul

Pra Riset

Penyusunan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Revisi Proposal

Riset

Penulisan Skripsi

OO N[O B|WINF-

Bimbingan Skripsi

[y
o

Sidang Meja Hijau




46

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu untuk memperoleh
data yang akan digunakan sebagai pengukuran terhadap variabel dimasa yang akan
datang. Metode yang digunakan sebagai pengumpulan data metode utama adalah

metode wawancara (interview), danmetode dokumentasi (documentation):

a. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung
dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Sehingga dapat
dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan dalam topik tertentu.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen mengenai

masalah yang akan dibahas dalam Rencana dan Realisasi Pajak Pendapatan

Daerah dan Pajak Restotan tahun 2017-2021.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Menurut Dr. Farida Nugrahani (2014) Analisis data yaitu
tahapan setelah proses pengumpulan data selesai. Analisis data adalah bagian
penting dari metode ilmiah, karena menggunakan analisis data untuk memecahkan

suatu masalah penelitian.
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Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan suatu proses penelitian
kualitatif yang dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai
sumber. Teknik analisis data memiliki tujuan agar dapat mempermudah serta
memberikan batasan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti.
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Menghitung data-data berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah pajak
restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

2. Melakukan analisis efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

3. Melakukan analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

4. Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait
seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan
pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam menyelesaikan
penelitian ini.

5. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan dari

pengelolaan data yang dilakukan.



BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas
Padang Lawas (disingkat Palas) adalah salah satu kabupaten yang berada di
provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari
Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal
10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara,
menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah
Sibuhuan. Kepala daerah yang pertama kali memimpin di Kabupaten Padang Lawas
adalah Ir. Soripada Harahap, sebagai penjabat Bupati.
2. Gambaran Umum Kantor BPKAD Padang Lawas

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas
Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
Badan pendapatan daerah sebagai unsur pelaksana daerah yang menyelenggarakan
urusan administrasi keuangan di bidang pendapatan daerah dengan ketugasan untuk
melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di
bidang pendapatan daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan
Pendapatan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 40 Tahun
2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah
Kabupaten Padang Lawas, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan

Daerabh.
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a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berikut data yang diperoleh dari hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Padang Lawas:

Table 4.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang
Lawas tahun 2017-2021

Tahun Anggaran Realisasi Persentase
2017 56.529.059.750 46.509.729.525 82,27%
2018 59.568.272.023 47.455.308.607 79,66%
2019 63.955.987.848 52.067.312.090 81,41%
2020 81.227.123.206 44.055.621.274 54,23%
2021 85.013.950.964 46.759.858.387 55%




Dapat dilihat berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah Padang
Lawaspada tahun 2017-2021 belum mencapai target selama periode tertentu.
bahwa pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2017
mengalami kenaikan dari target Rp 56.529.059.750 menjadi Rp 46.506.729.525
kenaikan tersebut sebesar 82,27%, Kemudian tahun 2018mengalami kenaikan
dari target Rp 59.568.272.023 menjadi Rp 47.455.308.607 kenaikan sebesar 79,66%,
tahun 2019 dari target Rp 63.955.987.848 menjadi Rp 52.067.312.090
mengalami penurunannya sebesar 81,41%, Kemudian 2021 mengalami
penurunan dari target Rp 81.227.123.206 menjadi Rp 44.055.621.274
mengalami penurunannya sebesar 54,23%, dan tahun 2021 mengalami
penurunan dari target Rp 85.013.950.964 menjadi Rp 46.759.858.387
penurunan sebesar 55%, tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Padang lawas.

b. Penerimaan Pajak Restoran
Berdasarkan data yang diperolen dari Badan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Padang Lawas tentang Pajak Restoran di Pendapatan Asli Derah

Kabupaten Padang Lawas :

Table 4.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten
Padang Lawas tahun 2017-2021

Tahun Target Realisasi Persentase
(Rp) (Rp)
2017 1,466,495,000.00 1,650,222,901.00 112,52%
2018 1,517,847,000.00 1,813,911,049.00 119,50%
2019 1,664,718,050.00 1,507,788,565.00 90,57%
2020 1,937,901,400.00 1,216,900,603.00 62,79%
2021 1,887,901,400.00 1,830,415,996.00 96,95%

Sumber:Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas
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Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pendapatan pajak restoran dari tahun
2017 mengalami kenaikan dari target Rp 1.466.495.000 menjadi Rp 1.650.222.901
kenaikan tersebut sebesar 112,52%, Kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan
dari target Rp 1.517.847.000 menjadi Rp 1.813.911.049 kenaikan sebesar 119,50%,
Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan dari target Rp 1.664.718.050 menjadi
Rp 1.507.788.565 mengalami penurunannya sebesar 90.57%, Kemudian 2021
mengalami penurunan dari target Rp 1.937.901.400 menjadi Rp 1.216.900.603
mengalami penurunannya sebesar 62.79%, dan tahun 2021 mengalami penurunan
dari target Rp 1.887.901.400menjadi Rp 1.830.415.996 penurunan sebesar 96,95%,
tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Padang lawas.
Dapat disimpulakan bahwa penerimaan pajak Restoran pada Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas berjalan dengan normal walaupun setiap
tahunnya nilai presentasi selalu mengalami fluktuasi. Dan faktor yang
mempengaruhi belum meningkatnya yaitu banyak masyarakat yang masih
menunda-nunda pembayaran pajak Restoran mereka, lalu kurangnya kesadaran
masyarakat, hal ini yang sangat menghabat target penerimaan pajak Restoran. Maka
Strategi yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan Regulasi Peraturan Daerah,
dasar pengenaan pajak, melakukaan intensifikasi dan ekstenfikasi terhadap sumber-

sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisa Efektivitas Pajak Restoran

Setelah Uji Efektivitas Penerimaan tingkat efektivitas pajak Restoran di
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Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas. dihitung dengan

membandingkan antara Realisai Pajak Restoran dengan Target Pajak Restoran.

Tabel 4.3
Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017-2021

Tahun Target Realisasi Persentase Kriteria
(Rp) (Rp)
2017 1,466,495,000.00 1,650,222,901.00 112,52% Sangat Efektif
2018 1,517,847,000.00 1,813,911,049.00 119,50% Sangart Efektif
2019 1,664,718,050.00 1,507,788,565.00 90,57% Efektif
2020 1,937,901,400.00 1,216,900,603.00 62,79% Kurang Efektif
2021 1,887,901,400.00 1,830,415,996.00 96,95% Efektif

Sumber:Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Tahun 2017 =1650.222,901.00 X 100% = 112,52%
1,466,495,000.00

Tahun 2018 =1813,911,049.00 X 100% = 119,50%
1,517,847,000.00

1,507,788,565.00

Tahun 2019 =_"""""""""
1,664,718,050.00

X 100% = 90,57%

Tahun 2020 =1.216200,603.00 X 100% = 62,79%
1,937,901,400.00

Tahun 2021=_1830,415996.00_X100% = 96,95%
1,887,901,400.00

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas Pajak
Restoran di Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas mengalami naik
turun. Dimana tahun 2017 sampai 2019 dan 2021 realisasi selalu mencapai target
hanya saja di tahun 2020 realisasi tidak mencapai target. Namun di lihat dari nilai

presentasinya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Di tahun
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2017 nilai presentasi sebesar 112,52%, dengan nilai presentasi yang efektif. Pada
tahun 2018 presentasi naik di banding tahun 2019 sebesar 119,50% , dengan nilai
presentasi yang sangat baik. Pada tahun 2019 presentasi menurun yaitu sebesar
90,57% yang bisa dikatakan efektif. Di tahun 2020 nilai presentasi menurun yaitu
sebesar 62,79% dengan nilai presentasi yang kurang efektif. Dan ditahun 2021 nilai

presentasi naik yaitu sebesar 96,95% yang bisa dikatakan efektif.

4.2 2 Analisa Kontribusi Pajak Restoran

Setelah Uji Kontribusi Tingkat kontribusi pajak Restoran dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan
pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak Restoran terhadap
pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021 yaitu, sebagai berikut :

Tabel 4.4

Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2017-2021

Tahun Realisasi Realisasi Persentase Kriteria
(Restoran) (PAD)
2017 1,650,222,901.00 46.509.729.525 3,54% Berkontribusi
2018 1,813,911,049.00 47.455.308.607 3,82% Berkontribusi
2019 1,507,788,565.00 52.067.312.090 2,89% Cukup Berkontribusi
2020 1,216,900,603.00 44.055.621.274 2,76% Cukup Berkontribusi
2021 1,830,415,996.00 46.759.858.387 3,91% Berkontribusi

Tahun 2017 =1.650.222,901.00 X 100% = 3,54 %
46.509.729.525

Tahun 2018 =1813,911,049.00 X 100% = 3,82%
47.455.308.607

1,507,788,565.00
52.067.312.090

Tahun 2019 = X 100% = 2,89%
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Tahun 2020 =_1216.900,603.00 X 100% = 2,76%
44.055.621.274

Tahun 2021=1830.415996.00 X100% = 3,91%
46.759.858.387

Berdasarkan data kontribusi pajak Restoran dapat dilihat dari segi
persentasinya, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Pajak Restoran pada
Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi kontribusi yaitu, tahun 2017
kontribusi sebesar 3,54% dan tahun 2018 sebesar 3,82% mengalami kenaikan
dibanding tahun 2017 dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,89% dan
di tahun 2020 kontribusi 2,76% mengalami penurunan dan di tahun 2021 nilai

kontribusi sebesar 3,91%. Dapat dilihat nilai kontribusi tertinggi di tahun 2021.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Pajak Restoran dalam Meningkatakan Pendapatan
Daerah Kabupaten Padang Lawas
Kontribusi Pajak Restoran Dari hasil perhitungan tabel 4.3 diatas dapat
dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar 112,52% dengan
kreteria sangat efektif. Tahun 2018 adalah sebesar 119,50% dengan kreteria sangat
efektif. Tahun 2019 adalah sebesar 90,57% dengan kreteriaefektif. Tahun 2020
adalah sebesar 62,79% dengan kreteria kurang efektif. Tahun 2021 adalah sebesar
96,95% dengan efektif.
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada
tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 dan 2018

efektivitas pajak restoran termasuk kreteria sangat efektif. Dalam hal ini dapat
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dikatakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak restoran dalam
mencapai tujuannya dan interprestasi kreteria melebihi dari 100%. Tahun 2019
pajak restoran termasuk kedalam kreteria efektif. dapat di katakan efektif yaitu
tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target sesuai yang telah
diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 90-100%. Tahun 2020 termasuk
dalam kreteria kurang efektif, hal ini dapat dikatakan efektif yaitu suatu tujuan
dalam pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan
dan interprestasi kreteria hanya mencapai 60-80%. Tahun 2021 efektivitas pajak
restoran termasuk kedalam kreteria efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan efektif
yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran mencukupi target dan hasil yang
diharapkan dan interprestasi kreteria hanya mencapai 96,95%.

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah
mencapai target yang telah ditentukan, Menurut (Mardiasmo, 2009 hal:134)
efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai

tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut
dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tabel 1V.I. bahwa
target pajak Restoran di tahun 2019,2020 dan 2021 realisasi tidak mencapai target.

Namun di tahun 2017 dan 2018 realisasi selalu mencapai target hanya saja
prensentasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 target yaitu dengan target

sebesar 1,466,495,000.00 dan realisasinya sebesar 1,650,222,901.00 dan tingkat
presentasinya sebesar 112,52% terbilang sangat efektif. Dan di tahun 2018 target
mencapai realisasi dengan target sebesar 1,517,847,000.00 dan realisasi sebesar
1,813,911,049.00 dengan tingkat presentasinya sebesar 119,50% terbilang sangat

efektif, namun di tahun 2017 target lebih rendah di banding tahun 2018. Di tahun
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2019 realisasi tidak mencapai target, dengan target sebesar 1,664,718,050.00 dan
realisasi sebesar 1,507,788,565.00 dengan tingkat presentasi sebesar 90,57%
terbilang efektif, disini dapat dilihat target lebih besar di tahun 2019 dibanding
tahun 2018. Namun tingkat presentasinya lebih rendah di banding tahun 2018. Di
tahun 2020 target tidak mencapai realisasi dengan target sebesar 1,937,901,400.00
dengan realisasi 1,216,900,603.00 dan tingkat presentasi sebesar 62,79% terbilang
kurang efektif. Dapat dilihat target lebih besar di tahun 2020 di banding tahun 2019,
namun tingkat presentasinya lebih besar di tahun 2019 dibanding tahun 2020. Dan
di tahun 2021 target tidak mencapai realisasi dengan target sebesar
1,887,901,400.00 dengan realisasi sebesar 1,830,415,996.00 dengan tingkat
presentasinya sebesar 96,95% terbilang efektif. Ditahun 2020 target lebih besar
dibanding tahun 2021. Sehingga dampak Pendapatan Asli Daerah pada Pajak
Restoran yaitu mampu melaksanakan dan meningkatkan kinerja keuangan dalam
penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif. Dan untuk menjaga keefektivan
pajak restoran ini harus menjaga kestabilan antara realisasi dan targetnya dengan
harus mencapai target tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.
Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, nilai presentasi lebih
besar ditahun 2018 dan nilai presentasi terendah di tahun 2020. Hal ini dapat dilihat
nilai presentasi efektivitas mengalami naik dan turun di setiap tahunnya, adanya
penurunan presentasi tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan Kinerja
pemerintah dalam melakukan pemungutan penerimaan pajak restoran dari tahun
ketahun selama lima tahun 2017-2021. Hal ini sejalan dengan penelitian (Meddi
Kappa 2020) Efektivitas dan kontribusi pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten atau KotaMakassar tahun 2016-2020 adalah kurang efektif. Walaupun
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trend pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukan kecenderungan menurun akibat
dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya. Dampak
Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Restoran yaitu adanya pemasukan berupa pajak
serta retribusi di suatu daerah yang di harapkan mampu merealisasikan dengan baik
dan dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun
fasilitas umum yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan
warga masyarakat dan kenyamanan bagi masyarakat oleh sebab itu dapat dikatakan

ini sangat efektivitas pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas.

4.3.2 Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas
Kontribusi Pajak Restoran Dari hasil perhitungan tabel 4.4 diatas dapat
dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar 3,54% dengan
kreteria berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 3,85% dengan kreteria
berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 2,89% dengan kreteria cukup
berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 2,76% dengan kreteria cukup
berkontribusi. Tahun 2021 adalah sebesar 3,91% dengan kreteria berkontribusi.
Dari penjelasan diatas bahwa pajak restoran dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas masih sangat rendah. Kontribusi
pajak restoran pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 pajak restoran termasuk kedalam kreteria sangat
berkontribusi. Dalam hal ini dapat dikatakan berkontribusi adalah suatu iuran atau
sumbangan atas pajak restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam

pencapaian tujuan suatu organisasi dan persentase kreteria kontribusi mencapai
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lebih dari 3%. Pada tahun 2021 pajak restoran termasuk kedalam kreteria
berkontribusi. Hal ini dapat dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan
atas pajak restoran hasil dari tareget yang telah ditentukan sesuai dengan yang
diharapkan dan interprestasi kreteria mencapai 3 sampai 3,9%.

Kontribusi menurut Guritno (2000, hal 61) merupakan sesuatu yang
diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan
terhadap hal yang dibutuhkan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat di artikan
sumbangan yang diberikan pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap
pendapatan asli daerah. Dapat dilihat dari tabel 4.2 dimana nilai kontribusi
penerimaan pajak Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang
Lawas di tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Yaitu, di tahun 2017 kontribusi
pajak restoran dengan tingkat presentasi sebesar 3,54% dengan kriteria
berkontribusi. Di tahun 2018 kontribusi pajak restoran dengan tingkat presentasi
sebasar 3,82% dengan kriteria berkontribusi. Pada tahun 2019 kontribusi pajak
restoran dengan tingkat presentasi sebesar 2,89% dengan kriteria cukup
berkontribusi. Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran dengan tingkat presentasi
sebesar 2,76% cukup berkontribusi. Pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran
dengan tingkat presentasi sebesar 3,91% dengan kriteria berkontribusi.

Penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan daerah
Kabupaten Padang lawas masih rendah dikarenakan kontribusi yang dihasilkan
pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini dapat
dikatakan sangat berkontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan atas pajak
restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu

organisasi dan persentase kreteria kontribusi mencapai lebih dari 4%. Pada tahun



59

2020 pajak restoran termasuk kedalam kreteria berkontribusi. Hal ini dapat
dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan atas pajak restoran hasil dari
tareget yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan interprestasi
kreteria mencapai 3 sampe 3,9%. Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Pajak
Restoran dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Dengan adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi di suatu daerah
diharapkan mampu direalisasikan dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara
efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum, yang merupakan
upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat demi menjaga
keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Dengan tingginya harapan tersebut, pengelolaan Pajak Restoran diharapkan

dapat diselenggarakan secara baik dan dapat terkoordinasi di setiap daerah di
Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki fungsi lain, yaitu terciptanya
fungsi pemerintahan dalam penataan lingkungan perkotaan yang baik, pemungutan
administrasi pendapatan daerah dilaksanakan secara tertib, yang bertujuan agar
dapat mengurangi beban sosial dalam hal membukan lapangan kerja baru.

4.3.3 Penyebab Peningkatan Dan Penurunan Pajak Restoran di Kabupaten
Padang Lawas.

Yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada pajak restoran di
Kabupaten Padang Lawas yaitu karena adanya pelayanan yang baik sehingga
masyarakat merasa nyaman dan aman dalam membayar pajak. Kemudan system
admintrasinya sudah menggunakan aplikasi gatget untuk perhitungan sendiri dan
sudah menegakkan sanksi agar ketaatan dalam membayar pajak terus mengalami

peningkatan.
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Yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran di
Kabupaten Padang lawas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah :
a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak
yaitu mengakibatkan buruknya penerimaan pajak dan berdampak pada kas negara
serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan.
b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan
dan juga ada wajib pajak yang menutup tanpa pemberitahuan hal ini juga
mengakibatkan hasil yang di capai tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.
c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar paja yaitu karena:
1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak
Hal ini yang menjadi masalah utama masyarakat terhadap masih
dibilang rendah.
2. Kurang percaayanya masyarakat terhadap aparat
Ketidak percayaan dan keraguan masyarakat terhadap aparat yang
menimbulkan kesenjangan sehingga kepatuhan hukum sulit untuk
diwujudkan.
5 Ketidakpedulian masyarakat
Masyarakat masih banyak yang terkait dengan hal pajak. Pajak dianggap
suatu hal yang tidak penting meskipun seperti dijelaskan bahwa pajak
adalah salah satu sumber utama pendapatan negara.
d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada

sehingga realisasi penerimaan pajak sulit untuk tercapai.



BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Dari hasil Penelitian Analisis efektivitas pajak restoran meningkatkan
pendapatan asli dalam daerah Kabupaten Padang Lawas. Efektivitas
penerimaan pajak restoran tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami
efektivitas dengan kriteria efektif. Pada tahun 2017 dan 2018 pajak Restoran
mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2019 dan 2020 pajak Restoran
mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2021 pajak restoran mengalami
kenaikan sehingga efektivitas pajak tersebut cukup baik dengan rata-rata
kriteria sangat efektif.

2. Kontribusi pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Padang Lawas. Kontribusi pajak restoran sangat baik dapat
dikatakan memiliki kiteria Berkontribusi. Dapat dilihat pada tahun 2017 dan
tahun 2018 pajak Restoran mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2019 dan
2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 kontribusi pajak Restoran mengalami
kenaikan. Oleh sebab itu kontribusi penerimaan pajak restoran tersebut sangat

baik dengan rata-rata keriteria Berkontribusi.

5.2 Saran
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang

diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Saran kepada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas agar
lebih meningkatkan pengawasan wajib pajak agar mau mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak dan tidak menunggak pembayaran pajak. Tingkatkan
kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak.

2. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu pengetahuan
mengenai perpajaka, yaitu tentang pajak daerah khususnya dikecamatan
hamparan perak.

3. Saran bagi semua pembaca untuk hasil penelitian ini agar dapat memberikan
pengetahuan mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sehingga

dapat dijadikan referensi perluasan penelitian selanjutnya.
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Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution

NPM : 1805170048

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kontribusi Pajak Restoran yang dilarapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah
(PAD) masih sangat rendah.
Pajak restoran sebagai salah satu andalan yang membuat peningkatan dan menunjang
pemasukan terhadap pendapatan asli dacrah.
Rencana Judul + 1. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah
kabupaten Padang lawas

2. Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan asli dacrah
kabupaten Padang lawas

3. Pengaruh pendapatan restoran terhadap pendapatan asli dacrah pada badan pengelola
pajak dan retribusi dacrsh kabupaten Padang lawas
Objek/Lokasi Pencliian  : Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Padang Lawas
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
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PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 560/TGS/N13-AU/UMSU-05/F/2022
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
P«wmmwmmlmwmxm—/w

Program Studi

Pada Tanggal loM-mzozz

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution

NPM : 1805170048

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Akuntansi

Judul Proposal / Skripsi  : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Dacrah Kabupaten Padang Lawas

Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak

C Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UMSU.

2. Pelakasanaan Sidang Skripsi harus berfjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
Wamms«uwmmmw

3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan ® BATAL * bila tidak selesai sebelum Masa
Daluarsa tanggal : 14 Maret 2023

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal :

111 Sya'ban 1442 H
14 Maret 2022 M

<o e,
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Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
;iakutu Ekonoml dan Bisnis UMSU

Mcdan

Assalamu'alaikum Wr. Wh.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nemlewgop s[Ro[s | [1[[o[a[H] [z[u]e[n]a]elr]nfv]¥|
. DTefo s [afofels[sT [TTTT I IT1T1]

TempatTel. Labir  : | @ g |+ |8 [M 1|9 plelr| L 2|0|0o| 0O

Program Studi :  Akuntansi /

Manajemen

AlamatMabasiswa : |3 || K| |p|T[e|n] [M|ufc|H]T|R]|R
13 N K £ N|O 1|26

Tempat Peaclitisn < [@Ta o [a[n| [o e |0l [PIA|r [A N
plale (g |p M E[p|BL |PIR|D|AIN|&
A |WR |

asmapenctiion [T Tclv]le|n|c]n]-]aln [<]n] [s|t]8]|u]|u
u

MmmkmwmmmiﬁanliﬁmMmleehdmdm
identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara

2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Dwﬁﬁmhhpamobmmhinyahmdmmubmnymmmﬁm&mknyluaphnwimmih

Diketahui Wassalam
Ketu Program Studi Pemohon

Ao
, i Wndaw Winasaby Nantey

.........................




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

mmmmuswmwnnm,r.mnmt

Unggut | Condat | TePecayy Woebsite : hitpcfiwww.umsuscld Emall ;

Bls mepomat Lorst 4 agw @ Sebutien
\engputnge

Nome Son

Nomor  : S5611.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 11 Sya'ban 1442 H
Lampiran : 14 Maret 2022 M
Perihal  : Izin Riset Pendabuluan

Kepada Yth,
Bapak/Ibu

Pimpinan
Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Padang lawas

:lln.Siﬂh-phSibuhnn

Tempat
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami
mmobmkudhmﬂmk/lbunﬂiﬁmyauﬁtmbﬂﬁmkmpmﬂam
kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan
isﬁigdmmnhhmmmﬁmmymmswsmwu(

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitass Muhammadiyah Sumatera
Utara tersebut adalah:

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution

Npm : 1805170048

Program Studi  : Akuntansi

Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi  : Analisis Efcktivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli
Dacrah Kabupaten Padang Lawas

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Warshmatullahi Wabarakatuh

s Rt h Py Shua! Manajerisen - Proaram Studi Akuntansi -
‘A'M' mlgs,mmm'&wﬁn Ninyenen y



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. KIHAJAR DEWANTARA KOMP.PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
DESA BULU SONIK-SIBUHUAN KODE POS. 22763

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Tembusan:

Sibuhuan,20Maret 2022
:07; [6sz [ 2022, Kepada Yth:
: Biasa Sdr. Dekan UMSU
: Izin Riset di -
MEDAN

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 556/I1.3-AU/UMSU-
05/F /2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Izin Riset Pendahuluan.

Menindaklanjuti hal tersebut, dapat Kami sampaikan bahwa Kami
bersedia untuk memberikan kepada mahasiswi Bapak yang bernama Ros
Indah Zulnarianty Nasution untuk melakukan riset pendahuluan pada
instansi Kami guna penyusunan skripsi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami
ucapkan terima kasih.

an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

WAH,&E
KI (m1/d)
1230 201001 1 010

1. Pertinggal.




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGE PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIVAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggl No. BUSK/BAN-PT/Ared PTANZ019

L

Ungga| Cordot | Terporcayy mmmwmmammt&ml)momfn.(mmzsm-msm
@ hipebumsuacld ™ feb@umsuacld  Nlumsumedsn S umsumedan  Dumsumedan ©umsumedan

B e L 0 e G
by —y

Nomor : 2280/11.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 07 Muharram 1444 H
Lamp. . 05 Agustus 2022 M
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Buclal_: Pgndapann Daerah Kabupaten Padang Lawas

.g?. Kihajar Dewantara Komp. Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan
bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di
perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan
Skripsi pada Bab IV — V, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat
keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu

dalam penyelesaian program studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara tersebut adalah:

Nama - Ros Indah Zulnariaty Nasution
NPM : 1805170048

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi  : Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Padang Lawas

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. KIHAJAR DEWANTARA KOMP.PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
DESA BULU SONIK-SIBUHUAN KODE POS. 22763

Sibuhuan, || Agustus 2022,

Nomor 1071 119492 [2022 Kepada:
Sifat : Biasa Sdr. Dekan Universitas
Lampiran .. Muhammadiyah Sumatera Utara
Perihal :Penyelesaian Riset &
MEDAN

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 2280/I1.3-AU/UMSU-05/F/2022
tanggal 5 Agustus 2022 perihal Menyelesaikan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat Kami sampaikan
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki

keterangan sebagai berikut :
Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution
NPM : 1805170048
Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Padang Lawas.
Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan Riset di instansi Kami,
guna penyusunan skripsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sesuai dengan aturan yang
berlaku.

an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

Temntu e

1. ' Pertinggui.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapt. Muchtar Basri No. 3 8 (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini  Kamis, 09 Juni 2022 1elah disclenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
menerangkan bahwa ; '

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution
NPM. : 1805170048
Tempat/ TglLahir ~ : Batam, 19 April 2000
Alamat Rumah :JIn. Kapten Muchtar Basri No. 126
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli
) Daerah Kabupaten Padang Lawas
Disetujui / tidak disetujui *)
ltem Komentar
e I L RS R S
bt | MGG By st
b BN S . Eenlboh® fercte bty
Bl R s k”’ .......................................................................
o [ e
~ \
Lainnya ... DRE oMl o v
Kesimpulan Perbaikan Minor N { Seminar Ulan
po e R M M‘a{m T 2022
\Pcrbalkan Mayor/ O Z{ £6
S : Medan, 09 Juni 2022
TIM SEMINAR
Ketua Sekretaris
Assoc. Prof. Dr: ulim&. M.Si Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA.. CPA
Pembimbing
Siti Ai Sifegar| SE., M. Ak Seprida Hanum Harahap, S§..SS..M.Si



H
MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMA:I'ERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JI. Kapt. Mukhtar Basri No, 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

GESA. 0ros

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamls, 09

Juni 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution

NPM : 1805170048

Tempat / Tgl.Lahir : Batam, 19 April 2000

Alamat Rumah : JIn. Kapten Muchtar Basri No. 126

Judul Proposal . Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan

pembimbing:..-.sl)\. ..... A\Lﬁah.....gfgkf, %‘,M’M

Medan, 09 Juni 2022

TIM SEMINAR
Ketua Sekretaris
i
Assoc. Prof. U uW.. M.Si Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA
Pempumbing Pembanding
Siti Aisyah Siregar, SE., M.AAK - Seprida Han arahap, SE.,SS..M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan

Wakil Dekan

. Dr. Ade Gu
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution
NPM : 1805170048

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi  : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analisis Efektifitas Dan
Konstribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang
Lawas” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil
karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka

saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan




LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Data Pribadi
Nama : Ros Indah Zulnariaty Nasution
Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 19 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Islam Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara
Alamat : Desa Bulusonik, Kec. Barumun
No. Telepon : 081386819246
E-mail : indahnasutioncute@gmail.com
2. Data Orang Tua
Nama Ayah : Drs. Zulkarnain Nasution
Nama Ibu : Sunarti
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Bulusonik, Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas
3. Data Pendidikan Formal
Sekolah Dasar : SDN 0108 Bulusonik
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 4 Barumun
Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 1 Barumun

Medan26A gustus 2022

(Ros Indah Zulnariaty Nasution)



